PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Menimbang

Mengingat

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam

1.

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubazhan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Bupati
Kutai Timur Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan,
Pertanggung jawaban, Monitoring, dan Evaluasi Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai
Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung
jawaban, Monitoring, dan Evaluasi Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3298);

2. Undang-Undang ...




Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomeor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang ...




10.

11.

12,

13.

=B

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasonal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456j;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578});

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan ...




14.

15.

16.

i

18.

19.

20.
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741};

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5202);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat
di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri ...
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Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 07
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2009 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG TATA
CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING, DAN
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Timr
Nomor 46 Tahun 2011 tentang tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan,
Pertanggung jawaban, Monitoring, dan Evaluasi Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...
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1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 14
(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak

langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan
rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

(2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah daerah lainnya;
c. Perusahaan daerah;
d. Masyarakat; dan

e. Organisasi kemasyarakatan.

(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok
belanja langsung yang diformulasikan kedalam program
dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja
barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa
dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang
diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat pada
SKPD.

2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu} Pasal
baru yaitu Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14A

(1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat
penerima, dan besaran hibah dalam Lampiran III
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

(2) Format ...




(2)

%5

Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1.1
Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD.

3. Pasal 18 Ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 18

Permintaan pencairan hibah oleh penerima hibah wajib
dilengkapi kelengkapan administrasi dan dokumen
terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. rencana penggunaan hibah;
b. foto copy NPHD;

c. kwitansi rangkap 4 (empat) dan bermaterai Rp.6000,-
(enam ribu rupiah), disertai dengan tanda tangan,
nama lengkap penerima hibah serta stempel / cap
organisasi / lembaga; dan

d. foto copy nomor rekening Bank.

Pencairan hibah yang dilakukan secara bertahap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), maka
untuk permintaan pencairan tahap kedua dan
selanjutnya harus dilengkapi dengan dokumen terkait
meliputi:

a. rencana pengguna hibah;

b. kwitansi rangkap 5 (lima) dan bermaterai Rp.6000,-
(enam ribu rupiah), disertai dengan tanda tangan,
nama lengkap penerima hibah serta stempel / cap
organisasi / lembaga;

Cc. surat ...




(4)

(5)

(6)
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c. surat pernyataan tanggung jawab;

d. laporan pelaksanaan kegiatan (progress report);
e. foto copy nomor rekening bank; dan

f. laporan penggunaan hibah untuk tahap sebelumnya
yang ditetapkan oleh SKPD pengelola.

Permintaan atas penyaluran dana hibah diverifikasi oleh
SKPD pengelola.

SKPD pengelola merekomendasikan pencairan dana
kepada PPKD, serta dilampiri kwitansi bermaterai
Rp.6000,- (enam ribu rupiah).

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten selaku
PPKD memproses permintaan pembayaran dan
pencairan hibah berupa wuang sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 27

Anggota / kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:

a.

individu, keluarga, dan / atau masyarakat yang
mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari
krisis sosial, ekonomi, politik, bencan,atau fenomena
alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum,;

lembaga non pemerintahan bidang pendidikan,
keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk
melindungi individu, kelompok, dan / atau masyarakat
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Diantara Pasal 27 dan Pasal 28, disisipkan 1 (satu) Pasal
baru yaitu Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A ...
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Pasal 27A

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan / atau
keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a,
terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan / atau
keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu
dan / atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat

penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

{3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang
tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD
yang apabila  ditunda = penanganannya akan
menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu
dan / atau keluarga yang bersangkutan.

(4) Pagu lokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan
sebelumya sebagaimana dimaksud pada ayat (3] tidak
melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

6. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 28
(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1) memenuhi kriteria:
a. selektif;
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

c. tidak terus menerus / tidak mengikat, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) Kriteria ...
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(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan
kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi
dari kemungkinan resiko sosial.

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. memiliki identitas yang jelas sebagai penduduk
Kabupaten Kutai Timur;

b. berdomosili dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur;

c. Kkriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan
setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan
telah lepas dari resiko sosial.

(4) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian
bantuan sosial meliputi:

rehabilitasi sosial;

perlindungan sosial;

pemberdayaan sosial;

jaminan sosial;

penanggulangan kemiskinan; dan

penanggulangan bencana.

o oA o oop

7. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 29
(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (4) huruf a ditujukan untuk memulihkan
dan mengembangkan kemampuan seseorang yang

mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan
fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Perlindungan ...




(2)

(3)

4y

)

@)
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Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (4) huruf b ditujukan untuk mencegah dan
menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial
seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan

kebutuhan dasar minimal.

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (4) huruf ¢ ditujukan untuk menjadikan
seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami
masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu

memenuhi kebutuhan dasarnya.

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (4) huruf d merupakan skema yang melembaga
untuk menjamin penerima bantuan agar dapat

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (4) huruf e merupakan kebijakan,
program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang,
keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai
atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak
dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi

kemanusiaan,

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (4) huruf f merupakan serangkaian upaya
yang ditujukan untuk rehabilitasi.

. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 32

Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan
evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (1).

(2) SKPD ...




(2)

3)

(4)
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SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah SKPD yang memiliki tugas dan fungsi sesuai
dengan rencana kegiatan / tujuan penggunaan

sebagaimana tercantum dalam usulan bantuan sosial.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan
untuk:

a. mengetahui Kkesesuaian antara harga dalam
proposal dengan standar satuan harga yang berlaku
di lingkungan pemerintah daerah atau apabila
komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam
standar satuan harga, maka dapat menggunakan
harga pasar yang berlaku saat ini;

b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan
dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan
dalam  pelaksanaan  kegiatan dengan  jenis
kegiatannya;

c. memastikan keberadaan organisasi kemsyarakatan /
kelompok orang yang mengajukan usulan bantuan
sosial;

d. memastikan domisili / alamat anggota / kelompok
masyarakat / lembaga non = pemerintahan
sebagaimana tercantum dalam proposal yang
diajukan oleh calon penerima bantuan sosial;

e. memastikan bahwa kegiatan yang akan dibiayai
dengan dana bantuan sosial belum dilaksanakan
oleh calon penerima bantuan sosial.

Kepada SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa
rekomendasi kepada TAPD melalui Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

(5) Rekomendasi ...




L 1

(5) Rekomendasi scbagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi

(6)

keterangan mengenal hal-hal sebagaimana dimaksud
pada avat (3}, dengan disertai kesimpulan permohonan
bantuan sosial dapat disetujui atau tidak disetujui
sebagian atau selurubnya.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi
scbagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan
prioritas pembangunan daerah dan kemampuan
keuangan dacrah.

Ketentuan Pasal 35 diubah, schingga berbunyl scbagai
berikut:

(1)

(2)

(3

Pasal 35

Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam
kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan
sosial, obyek belania bantuan sosial, dan rincian obyek
belanja bantuan sosial pada PPED.

Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obvek belanja
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi:

a. individu dan / atau keluarga;

b. masyarakat; dan

¢. lembaga non pemerintahan.

Bantuan  sosial berupa barang dianggarkan dalam
kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam
program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis
belania dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang
dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang
discrahkan kepada pihak ketiga / masyarakat pada
SKPD.

10. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal

baru yaitu Pasal 35A, sechingga berbunyi scbagai berikut:

Pasal 35A ...




N

(1)

)
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Pasal 35A

Bupati mencantumkan daftar nama  penerima,
alamat penerima, dan besaran bantuan sosial dalam
Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD,
tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan /
atau keluarga yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya.

Format Lampiran [V Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran [.2
Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD.

11. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) diubah dan diantara ayat {2) dan
ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), dan
ayat (7) diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 37

Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran
bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD dan / atau Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang
Perubahan APBD.

Penyaluran dan / atau penyerahan bantuan sosial
didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yan
tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada
individu dan / atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27A.

(2a) Penyaluran ...
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(2a)Penyaluran / penyerahan bantuan sosial kepada

(3)

4)

(3)

(6)

individu dan / atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27A didasarkan pada permintaan tertulis dari
individu dan / atau keluarga yang bersangkutan atau
surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta
mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh
SKPD terkait.

Penyerahan bantuan sosial berupa barang kepada

penerima bantuan sosial dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima Barang,

Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan
cara pembayaran langsung (LS).

Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai
sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
pencairannya dapat dilakukan secara tunai melalui
mekanisme tambah uang.

Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima
bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (5) dilengkapi dengan:

a. surat permohonan pencairan bantuan;

b. kuitansi rangkap 5 (lima) dan bermaterai;

c. fotocopy nomor rekening yang masih aktif;

d. surat pernyataan pertangungjawaban penggunaan
dana bantuan bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu
rupiah); dan

e. surat Keputusan Bupati tentang penerima dan
besaran bantuan sosial.

(7) SKPD ...




(7)

(8)

6=

SKPD pengelola melakukan penelitian atas kelengkapan
administrasi pencairan, kemudian mengusulkan kepada
Bupati melalui PPKD untuk diproses dan
direalisasikan dana bantuan ke penerima bantuan
melalui Rekening Kas Umum Daeah (RKUD) dengan

kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (6).

Kepala Bagian Keuangan selaku PPKD memproses
permintaan pembayaran dan pencairan bantuan sosial

berupa uang sesuai Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

12. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) Pasal
baru yaitu Pasal 40A, sehingga berbunyi seagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 40A

PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial
kepada individu dan / atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27A paling lambat tanggal 5 Januari tahun
anggaran berikutnya.

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat nama penerima, alamat, dan besaran bantuan
sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan /

atau keluarga.

13. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a, diubah, diantara ayat
(1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a)

sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 41

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian
bantuan sosial meliputi:

a. usulan ...




——

14.
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a. usulan / permintaan tertulis dari calon penerima
bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat
yang berwenang kepada Bupati;

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar

penerima bantuan sosial;

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang
menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima

akan digunakan sesuai dengan usulan;

d. bukti transfer / penyerahan wuang (SP2D) atas
pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukt
serah terima barang atas pemberian bantuan sosial
berupa barang; dan

e. laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada Pasal 39 ayat (5).

(1a)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dan huruf ¢ dikecualikan terhadap bantuan
sosial bagi individu dan / atau keluarga yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya.

(2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VII Peraturan Bupati ini.

Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) Pasal
baru yaitu Pasal 47A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Kutai Timur Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan,
Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring dan evaluasi
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, dinyatakan masih
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Peraturan Bupati ini.

15. Diantara ...
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Pasal [l

Peraturan Bupaii ini muiai beriaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 26 Desember 2012
BUPATI KUTAI TIMUR,

o

————

N

H. ISRAN NOOR



DOKUMENTASI
Typewritten text
 26 Desember 2012


LAMPIRAN 1.2:
FERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR TAHUN

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUUPATT KUT 1 TIMUR
NOMOR

TENTANG

Gudul)

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKAS! BANTUAN SOSIAL YANG DITERTMA

NO NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)

1 2 3 4

1.

2.

3. < =
%,

Dst

BUPATI KUTAI TIMUR,
;’@t.,

H, ISRAN NOOR




LAMPIRANI.1:
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR TAHUN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR
TENTANG
judul)
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA J UMITAH (Rp)
1 2 3 4
st
2.
3.
4.
Dst

BUPATI KUTAI TIMUR,

\:2%‘

H. ISRAN NOOR




